17.

BAB IV
PENUTUP

Simpulan

Dengan menganalisis implementasi program bantuan sosial dengan
menggunakan teori kemiskinan, teori kesejahteraan sosial, teori bantuan
sosial dapat disimpulkan bahwa: '

a. Pemerintah pusat termasuk Kementerian Sosial maupun pemerintah
daerah belum memiliki indikator penilaian secara jelas dan utuh atas tingkat
keberhasilan dan efektivitas penyaluran berbagai bentuk bantuan sosial
kepada masyarakat penerima manfaat baik kepada orang perorangan,
keluarga, kelompok, maupun organisasi, yang tepat sasaran, tepat waktu,
dan tepat guna.

b. Sehingga Program bantuan sosial tersebut tampak belum terintegrasi,
berjalan tidak efektif, tidak tepat sasaran, dan belum secara signifikan
menekan angka kemiskinan di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi ihwal
tersebut adalah penyelenggaraan bantuan sosial dikelola banyak pihak dan
terkadang mengalami perubahan bentuk yang belum jelas indikatornya.

C. Ketidakefektifan dan ketidaktepatan penetapan program atau bentuk
bantuan sosial oleh Kementerian Sosial dipengaruhi oleh faktor
permasalahan kualitas data, di antaranya akibat pendataan penerima
manfaat —Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) Kementerian Sosial—
yang masih tumpang tindih dan belum sepenuhnya tepat sasaran dan
terintegrasi secara utuh dengan basis data penduduk miskin di Indonesia
yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS), data Nomor Induk
Kependudukan (NIK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, data kepesertaan Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan BPJS
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

d. Perbaikan data merupakan upaya kemensos dalam meningkatkan
efektivitas penyaluran bansos. Perbaikan data oleh Kementerian Sosial
masih terkonsentrasi pada perbaikan secara administratif yaitu integrasi

data di lingkup Kemensos, memastikan integritas data dengan
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memadankan data penerima bansos dengan data kependudukan
menggunakan NIK serta optimalisasi pemanfaatan data terpadu sebagai
acuan data penerima bansos.

e. Nomor Induk Kependudukan merupakan elemen data yang penting dalam
tata kelola data bantuan sosial untuk memastikan penerima bantuan sosial
adalah penduduk Warga Negara Indonesia serta memastikan ketunggalan
data.

f. Efektivitas program-program Kemensos masih terfokus pada penanganan
fakir miskin dalam bentuk bantuan pangan dan sandang, penyediaan
pelayanan kesehatan dan penyediaan pelayanan pendidikan. Ini belum
secara langsung mengakomodasi bantuan yang lebih produktif yang
menjangkau fungsi pengembangan potensi diri dan penyediaan akses
kesempatan kerja dan berusaha melepaskan masyarakat dari jerat

kemiskinan.

17. Rekomendasi

Dengan melihat telah adanya upaya perbaikan yang sedang berlangsung

untuk perbaikan penyaluran bansos dan kesadaran perlunya reformasi sistem

perlindungan sosial, maka penulis mencoba memberikan rekomendasi untuk

implementasi reformasi sistem perlindungan sosial yang fokus pada aspek

perencanaan dan penganggaran, aspek pelaksanaan, aspek kelembagaan

dan aspek pengawasan dan pengendalian.

a. Aspek perencanaan
Pemerintah harus menetapkan visi dan strategi yang jelas menggunakan
pendekatan komprehensif ketimbang pendekatan pemenuhan kebutuhan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini pemerintah telah
mendorong program bantuan sosial yang mencakup sektor-sektor strategis
namun perencanaan, pelaksanaan dan pendataannya belum dilakukan
secara terpadu. Hal ini harus dituangkan dalam prioritas kebijakan dan
mekanisme koordinasi. Program perlindungan sosial harus dirancang
untuk tidak sekadar memberi kemampuan masyarakat terhadap akses
kebutuhan pokok tetapi juga pemberdayaan dengan memberikan

kesempatan untuk membuka usaha baru, mendapat lapangan pekerjaan
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dan pendidikan. Dalam hal ini juga perlu direncanakan pelaksana dari
masing-masing program, kapasitas pengelolaan program, kewenangan
pendataan, pola koordinasi dan kewenangan masing-masing stakeholder.
Meskipun dihadapi pada ketersediaan APBN yang terbatas, penganggaran
untuk program perlindungan sosial harus konsisten terhadap prioritas
kebijakan. Penganggaran harus diperhitungkan berdasarkan kebutuhan
sesuai dengan data yang akurat dan konsep program yang efektif
ketimbang berdasarkan ketersediaan anggaran. Anggaran untuk keperluan
pendataan juga perlu dirancang untuk jangka pendek, jangka menengah

dan jangka panjang.

. Aspek Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan,
pelaksanaan program harus dilakukan secara terpadu antar kementerian
untuk memastikan komplementer bantuan sosial yang akan menciptakan
kesejahteraan masyarakat. Selain itu perlu dipastikan konsistensi
pelaksanaan terhadap anggaran yang telah ditetapkan

Integrasi data dalam jangka waktu segera menjadi suatu keharusan untuk
mendapatkan gambaran porsi masyarakat yang hidupnya lebih banyak
ditopang oleh pemerintah ataupun penerima program yang belum terdata
sebagai orang miskin.

Evaluasi ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah menetapkan strategi pelaksanaan bantuan sosial dan perbaikan
data. Dalam hal ini dibutuhkan fleksibilitas dalam penetapan program
pengentasan kemiskinan yang harus disesuaikan dengan aspek sosial
budaya suatu masyarakat. Program-program tidak perlu seragam se-
Indonesia tetapi harus mengacu pada konsep yang sudah dibuat dalam
perencanaan.

Di samping itu, Pemerintah Pusat perlu mendorong Pemerintah Daerah
untuk menghasilkan kebijakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang komprehensif, mulai dari perencanaan
yang baik, pelaksanaan, hingga pemantauan yang terukur serta evaluasi

terhadap kebijakan yang diambil, sehingga bisa berdampak secara
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signifikan bagi kehidupan masyarakat. Kebijakan penurunan kemiskinan
dan peningkatan kesejahteraan ini harus menjadi salah satu
kriteria/indikator keberhasilan seorang kepala daerah agar kinerja tersebut
dapat memiliki ukuran yang jelas dan berdampak langsung oleh
masyarakat.

Selain integrasi data, penulis juga merekomendasikan integrasi jenis
bansos yang ditujukan untuk sasaran yang sama, misal terhadap akses
pendidikan saat ini pemerintah memiliki komponen usia sekolah di bantuan
PKH dan juga Program Indonesia Pintar. Serta pemberian subsidi listrik
dan subsidi elpiji yang dikonversi menjadi bantuan sosial dengan

menggabungkan penyalurannya lewat skema PKH atau program sembako.

. Aspek Kelembagaan

Penguatan kelembagaan diperlukan khususnya terhadap kementerian
penyelenggara bantuan sosial khususnya dalam mengkoordinasikan
penyaluran bansos secara terpadu dan pemanfaatan data terpadu. Dalam
konteks yang lebih jauh diusulkan pengembangan sebuah badan
independen seperti BPJS untuk mengelola semua skema bantuan sosial
melalui perpres dan pengelolaan tidak  dilakukan oleh
Kementerian/Lembaga terkait. Bila dibutuhkan badan independen ini dapat
diawasi oleh Komite Pengarah yang terdiri dari berbagai
Kementerian/Lembaga yang dikepalai oleh Presiden atau Wakil Presiden.
Dalam jangka waktu terdekat perlu ditegaskan fungsi dan kewenangan
masing-masing Lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan bansos saat ini
karena banyaknya yang terlibat. Misal Bappenas, KSP, Sekretariat Wakil
Presiden melalui TNP2K, Kementerian Koordinator PMK yang fungsinya
mirip-mirip  yaitu mengawasi pelaksanaan dan merancang arah

perlindungan sosial kedepan.

. Aspek pengawasan dan pengendalian
Untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program,
diperlukan pengawasan dan pengendalian di masing-masing pelaksana

program dengan peran sebagai berikut:
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1. Pemerintah pusat: memastikan arah kebijakan dan integrasi program
sebagai bagian dari capaian prioritas nasional serta inovasi yang dapat
mendukung capaian prioritas nasional.

2. Pemerintah daerah: memfasilitasi dan memastikan identifikasi serta
penentuan lokasi wilayah sasaran sesuai dengan kriteria dan syarat
program, melakukan proses verifikasi dan penetapan calon penerima
manfaat, melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi secara

berkala, dan memastikan keberlanjutan program.

Dengan perbaikan kebijakan terkait program, data dan tata kelola pada
pelaksanaan program perlindungan sosial harapannya Indonesia bisa
meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dengan cara
pemberdayaan untuk membuat masyarakat mampu memenuhi kebutuhan
dirinya sendiri ketimbang bergantung pada bansos untuk pemenuhan

kebutuhan.
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2. DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Skema Perlindungan Sosial dengan Pemanfaatan Basis Data

Terpadu, dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia.
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Tabel 3.1: Historis Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Perlindungan dan
Jaminan Sosial, Dibuat oleh TNP2K.

— — T p———————

| Tahu Pendidikan Kesehatan Pangan Tunal Bersyarat Tunai Tanpa

Syarat

1999 JPS Beasiswa &
2000 JPS DBO

2001
2002
2003 PKPS BEBM
2004 BKM & BOS
2005
2006
2007 Askeskin
2008
2009
2010
201
2012
2013
2014
2015
2016
2017 KIP & BOS KIS/JKN PBI
2018 Rastra & BPNT

2019
Sumber: Berdagai Sumber (Ciolah)}

JPS OPK

BSM & BOS Jamkesmas

JKN-PBI

Rastra
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Gambar 3.2: Grafik Risiko dan Tantangan yang Dapat Memengaruhi Siklus
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Gambar 3.3: Rencana Pencapaian di bidang Perlindungan Sosial®s
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Gambar 3.4: Program PEN 2021 Kategori Perlinsos®®
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Gambar 3.5: Penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Dibuat oleh

Kementerian Sosial
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U 96.829.022 Jiwa L1 98.195.551 Jiwa 99.359.312 Jiwa

L3 422 631 Jiwa Non Ruta 508.041 Jiwa Non Ruta
KAT - 188 Ruta

- 189 Keluarga

- 804 Jiwa

Cooop

cooop

\ 4

27.083.691 Ruta
29.133.603 Keluarga
98.111.085 Jiwa
582931 Jiwa Non Ruta
KAT - 1.534 Ruta
- 1,535 Keluarga
- 8.234 Jiwa

66 https://mobile.twitter.com/KemenkeuRl/status/1358738394407292936
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Gambar 3.6: Informasi pada DTKS bersumber dari Pusat Data dan Informasi

(Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial, 2020.

INFORMASI PADA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

4

IDENTITAS RT

» Nama Kepala RT
Alamat/Satuan Lingkungan
Setempat

Desa

Kecamatan
Kabupaten/Kota

Provinsi

Jumiah Anggota RT

!

B kesenatan

* jenis disabilitas .
» Penyakit kronis menahun
* Status kehamilan wanita

DEMOGRAFI

= Nama anggota RTS

= Hubungan dengan Kepala RT
= Jenis kelamin

* Tanggal Lahir

» Umur

= Status perkawinan

= Kepemilikan kartu ID

\kte/Bu N il

PKH
Rastra/BPNT/Kartu
Sembako
Asuransi kesehatan lain
KKS
Kip
BPIS/KIS

KEPEMILIKAN ASET

AKLE/D - Mobil
* Akte Cerai = Sepeda Motor
* Akte Kelahiran = Perahu Motor
) 2 = Bekerja/Membantu Bekerja = Kapal Motor
- -
PENDIDIKAN [Siwisiaibaiatiti B
* Partisipasi sekolah = Status Kedudukan dalam Pekerjaan : %’;bmuatfg e;a ;
* Kelas/jenjang tertinggi s * Penguasaan lahan
* ljazah tertinggi = Kepemilikan ternak
= Status sekolah 2 f:;kas
{negeri/swasta) . TV

PERUMAHAN

Gambar 3.7: Perbaikan data di lingkup Kemensos®’

Perkembangan Data Induk DTKS Lama ke DTKS Baru

e

Lo

DTKS : 106.092.193
BPNT: 19.494.255
BST 10.604.339
PKH 56.812.029

193.002.816

Kondisi Awal:
DTKS Lama

Penggabungan

by NIK, Nama,
Alamat

DTKS Baru: 1 April

Pengurangan
(Ganda +
Tidak Dapat
Diperbaiki
Daerah)

Penambahan
(Usulan Baru
dari Daerah +
PPKS + KAT)

155.898.896 138.425.347

KEMENTERIAN SOS{AL
REPUBLIK INDONESIA

DTKS Baru: 30 April

Penambahan
(Usulan Baru
dari Daerah +
PPKS + KAT +
Korban
Bencana)

Pengurangan

Tidak Dapat
Diperbaiki
Daerah)

132285327

Sumber: Kemensos

7 Menteri Sosial, Op.Cit
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Gambar 3.8: Informasi Data Terpadu Kesos

Informasi Data Terpadu Kesos

Demoerafi
Nama anggota RTS; Hubungan dengan Kepala RTS; Jenis
kelamin; Tanggal Lahir; Umur; Status perkawinan;
Kepemilikan kartu ID; No. Induk Kependudukan (NIK);
Akte/Buku Nikah; Akte Cerai; Akte Kelahiran,

L Pendidikan Kepesertaan Program
Partisipasi se kolah ; Kg|as(1gp4@r¢g, 3 . > PKH; Rastra; Jamkesmas;
tertinggi; ljazah tertinggi; Status

2 Asuransi kesehatan lain;
sekolah (negeri/swasta) % Jamsostek; KKS; KIP; BPIS/KI

Kepemilikan Aset

Mobil; Sepeda Motor; Perahu Motor;
Kapal Motor; Sepeda; Perahu; Lemari
es; Tabung gas; Penguasaan lahan;
Kepemilikan ternak; Emas; HP; TV

Kesehatan

Jenis cacat; Penyakit kronis.
menahun; Status kehamilan
wanita; Penggunaan alat KB

DATA
Indentitas RTS TERPADU Perumahan
Nama Kepala RTS; Alamat/SLS; Status penguasaan bangunan tempat tinggal;
Desa; Kecamatan; Kabupaten/Kota; KESQOS Luas lantai; Luas bangunan; Jenis lantai; Jenis
Provinsi; Jumlah Anggota RTS dinding; Jenis atap; Sumber air minum; Cara

memperoleh air minum; Sumber
penerangan; Kelas daya listrik terpasang;
Bahan bakar/energi memasak; Tempat buang
air besar; TPA tinja; Kamar tidur

Gambar 3.9: Integrasi DTKS Baru

Integritas DTKS Baru

KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

8. Data Penyaluran

5. Bansos berdasar DTKS . L
6. Non overlap, kecuali PKH-BPNT depatdiiekiilinl L

Data
/ Bansos
\ Data
Bansos Bank/Pos
< 3. Padan Dukcapil e -
ata ata — ata
Dukcapil Bansos Bank/Pos ‘

7. Data Bank/Pos sesuai DTKS

1. Mewakili orang
2. Berkorespondensi 1:1

[REEESEREE =T 3

4. Kelayakan terverifikasi




3. DAFTAR BAGAN
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Bagan 3.1: Pengembangan Sistem Perlindungan yang Komprehensif

Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial Yang

Komprehensif

pendaftaran, pembayaran
iuran & manfaat (PPU,

inasi ker)
faat dg Pemda,
pemberi layanan, dan
ASUransy swasta

Pengembangan standar
pelayanan, sistem
pengendalian mutu, dan

oney SISN

Penataan

Bantuan Sosial

Penataan asi
reguler bery

/sosial, guncangan
ekononu, dst).

Efektivitas bantuan sosial
{; kritert ran,
t manfaat, monev)

Pengembangan Sistem
Pelayanan Sosial Yang
terintegratif

Pengembangan sistem
layanan sosial terpadu di
daerah: updating BDT
secara reguler,
pengaduan dan pelayanan

sosial

Penguatan kapasitas

kelembagaan di daerah,
Jjejaring kerja, dan good
governance

Peningkatan Inklusivitas
Penyandang disabilitas &

komunitas
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